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BUPATI LEBONG 

PROVINSIBENGKULU 

PBRATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 25 TAHUN 2020 

TENT.ANG 

TAB LAMPIRAN n.02 PERATURAN BUPAt!l LEBONG NOMOR­
PER~ 2017 TENT.ANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

SO T KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENG.AN RAHMAT TUHAlf YANG MAHA ESA 

Btw-A'Tl LEBONG, 

a. bahwa dengan adanya Perubahan Peraturan Oaerah 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok 
Pengelo1aan Keuangan Daerah sebagai dasar Peraturan 
Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Ka bu paten Le bong, Perlu disesuaikan agar 
Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten 
Lebong dapat berjalan dengan tertib; 

b . bahwa Lamphan 11.02 Peraturan Bupati Lebong Nomor 
80 Tahun 2017 Point 30 dan 31 terdapat kerancuan 
bahasa (bulan/tahun) sehingga meyebabkan perbedaan 
persepsi yang perlu diperbaiki, maka perlu dilakukan 
Perubahan Larnpiran 11.02 Peraturan Bupati Lebong 
Nomor 80 Tahun 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang 
Perubahan Atas Lampiran 11.02 Peraturan Bupati Lebong 
Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2S28); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korup~, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Repubbk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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Nomor 17 Tahun 2003 tentang 3. Undang-Uoclang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Keuangan Ncgaru 47 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 No~or ' 4286)· 
Republik Indonesia Nomor , 

Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
4. Undang-Uorlang Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Pembe?tukan. rovinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Kepahiang di P_ Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Republik Io<lonesi;epublik Indonesia Nomor 4349); Lembaran Negara 

Nomor 1 Tahun 2004 ten~g 5. Undang-Uodang Negara (Lembaran Negara Repubhk 
Perbend_aharahaan 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Indonesia T un . 4355)· Negara Republik Indonesia Nomor , 

U d Nomor 15 Tahun 2004 tentang 6. Undang- n ang d T g J·awab Pemeriksaan Pengelolaan an an~n . 
N (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Keuangan egara N Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran egara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tebntang NSistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lem aran egara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d~ 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas 1:Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenn~ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor' 5679); 
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. tah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
11.Peraturan Pemenn . tah dan Kewenangan Provinsi 

Kewenangan Pe~;~om (Lembaran Negara Republik 
sebagai Daerah 20~0 Nomor 54, Tarnbahan Lembaran 
Indonesia Tah1;1nlndonesia Nomor 3952); 
Negara Republ1k 

. tah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
12.Peraturan Pemenn p ngawasan Atas Penyelenggaraan 

Pembinaan dan ~ (Lembaran Negara Republik 
Pemerin_tah Dae~OOl Nomor 41, Tarnbahan Lembaran 
Indonesia Tabhl1;1;1 donesia Nomor 4090); 
Negara Repu 1 n 

. tah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
13.Peraturan ~emenn an {Lembaran Negara Republik 

Dana Perimbang 137 Tarnbahan Lembaran 
Indonesia Tahun 2005 Nomor ' 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

p · tah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
14.Peraturan emenn ah (L b Negara 

Sistern lnfo1·1nasi Keuangan Daer em aran 
Republik Indonesia Tahun _2005 Nomo_r 138~ Ta..--mbahan 
Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4?76), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer1ntah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran_Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15.f>eraturan :Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Lapar~ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemermtah, Laporan. Keterangan Pertan.ggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Infor~nasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

epu Indonesia Nomor 4693); 

18.Peraturan p · 
Standar ~menn~ Nomor 71 Tahun 201 O tentang 
Re . ntanst Pemerintahan (Lembaran ......... _Negara 

. egara Republik Indonesia Nomor 5165); . 
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 ~ 4 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2?16 ten1:fil:g 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemb~an Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagrumana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 T?11un 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangk:at Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20~9 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4022); 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalar11 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akmal Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara_ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaunana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
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Menetapkan 

27-Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 
Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan 
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara 
dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025); 

28.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tah~ 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuang 

. lab diubah dengan Peraturan 
Daerah, sebaga1mana te 2 Tahun 2016 tentang 
Daerah Kabupaten Lebong Nomor ah N r 13 Tahun 
Perubahan Atas Peraturan Daer elo~:; Keuangan 
2010 tentang Pokok-P:okKa:~;!ten Lebong Tahun 
Daerah (Lembaran Daer 
2016 Nomor 2); 

b t Lebong Nomor 10 Tahun 
29.Peraturan Daerah Ka up: en dan Susunan Perangkat 

2016 tentang Pembentu anb (Lembaran Daerah 
Daerah Kabupaten Le ong 
Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10). 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS LAMPIRAN 11.02 PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 80 tahun 2017 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong diubah sebagai 
berikut: 

Ketentuan Lampiran 11.02 Kebijakan Akuntasi Point Pengukuran Nomor 30 dan 
31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

~ 1. Ketentuan Point Nomor 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

30. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek 
retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: 
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang O (nol) sa111pai dengan 1 (satu) 

tahun; 
b. Kualitas Kurang Lancar, jika u111ur piutang lebih dari 1 (satu) sarnpai 

dengan 3 (tiga) tahun; 
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) sarnpai 

dengan 5 (lirna) tahun; dan 
d. Kualitas Macet, jika um11r piutang lebih dari 5 (lima) tahun. 

2. Ketentuan Point Nomor 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

31. Penggolonan Kualitas Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, 
dilakukan dengan ketentuan : 
a. Kualitas_ Lancar, apabila belt11r1 dilakukan pelunasan sa111pai dengan 

tanggal Jatuh tempo yang ditetapkan (s 1 tahun); 
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b. Ku~itas Kurang Lancar, apabila dal~ jangka waktu 2 (dua) tahun 

terh1tung sejak tanggal Surat Tag1han Pertama tidak dilakukan 

pelunasan (1 tahun s 3 tahun); . 

c. Kualitas Diragukan, apabila dalam _Jangka waktu 5 (lirna) tahun 

terhitung sejak taggal Surat Tagthan kedua tidak dilakukan 

pelunasan (3 tahun s 5 tahun); _dan . 

d. Kualitas Macet, apabila dalam Jru_1gka_waktu_ 5 (hma) tahun terhitung 

sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dtlakukan pelunasan (~ 5 

tahun). 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan dengan ~eratur8:n Bupati Lebong 

Nomor 80 Tahun 2017 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemenntah Kabupaten 

Lebong. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Diundangkan di Tubei 

pada tanggal 22 April 2020 

ARISDAERAH 
~TEN LEBONG, 

H. MUSTARANI 

Ditetapkan di Tubei . 

pada tanggal 22 April 2020 

']l BUPATI LEBONG, 

-..> 
H.ROSJONSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHON 2020 NOMOR 25 

- . 

PEMERINit\H KASUPATEN LEBONG 

BA'Gl1\N HUt,UM 
·----------' r( PENELAAH PRODUK HUKUM \.,\ 

KA~UPAiEN LEBONG _ ·· \ 


